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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.1.1 Objek Penelitian 

 
Sumber: BKPSDM 

Gambar 3.1 Logo BKPSDM Kota Tangerang 

Pembahasan kali ini mengenai lembaga/perusahaan yang akan 

dijadikan objek penelitian dalam melakukan penelitian tata kelola TI. Lembaga 

yang akan diukur tersebut adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia kota Tangerang. Badan mempunyai tugas mendukung 

Walikota ketika menjalankan kewajiban pembantuan kegiatan kepresidenan 

yang membentuk kewenangan Daerah dalam lingkup Pengembangan 

Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan wawasan, usaha, dan 

perangkat lunak Walikota yang ditetapkan pada Daerah. Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah. lingkup kewajiban di dalam bidang 

Pengembangan Personalia dan Sumber Daya Manusia, pelaksanaan tanggung 

jawab pembimbing khusus seperti lingkungan kewajiban bagian 
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Pengembangan Personalia dan Sumber Daya Manusia, pengamatan, 

pertimbangan, dan pemberitahuan pelaksanaan tanggung jawab pembimbing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. cakupan kewajiban dalam bagian 

Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, pemeliharaan 

terampil pada pelaksanaan fitur pembantuan urusan pemerintah daerah 

berdasarkan ruang cakupan kewajibannya dalam bagian Pengembangan 

Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, pengelolaan UPT, dan 

pengoperasian berbagai tanggung jawab diberikan melalui cara Walikota 

berdasarkan ruang lingkup kewajiban serta fitur.  

Pada penerapan tata kelola TI dapat digunakan sebagai penentu 

kesukesan suatu lembaga, pada BKPSDM itu sendiri sudah menerapkan 

penggunaan teknologi informasi pada bagian sub bidang data dan informasi 

aparatur yang memiliki tugas pembaharuan data dan informasi kompetensi 

aparatur, mengembangkan aplikasi sistem kehadiran kerja dan sasaran kerja 

pegawai, sistem informasi pendidikan dan pelatihan, dan pelayanan data dan 

informasi aparatur. Mengingat pentingnya tugas sub bidang data dan informasi 

aparatur sampai saat ini belum ada parameter yang dapat mengukur tingkat 

kapabilitas tata kelola teknologi informasinya.  

3.1.2 Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia kota Tangerang 

Visi BKPSDM 

• Meningkatkan Kompetensi Aparatur. 

• Meningkatkan Sinergitas Manajemen Kepegawaian yang 

Komprehensif. 

• Meningkatkan Disiplin Aparatur. 

Misi BKPSDM 

• Mengembangkan Kapasitas dan Kinerja Aparatur; 

• Mengembangkan Manajemen Kepegawaian Berbasis Database 

Sistem Informasi Kepegawaian Daerah; 
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• Mengembangkan Integritas dan Mindset Aparatur yang 

Berakhlakul Karimah. 

3.1.3 Struktur Organisasi 

Berikut adalah Struktur Organisasi dari Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia kota Tangerang. 

 

SUMBER: BKPSDM 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi BKPSDM 

Berikut detail dari gambar struktur organisasi yang diatas: 

a. Kepala Badan; 

Tugas: memberikan bantuan pada Walikota ketika menjalankan fungsi 

pembantuan urusan kepresidenan yang membentuk kewenangan Daerah 

dalam mata kuliah Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia 

berdasarkan dengan visi, tugas, dan penerapan Walikota yang ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 
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b. Sekretariat, membawahkan : 

Tugas: menjalankan aktivitas dalam bagian manajemen standar, karyawan, 

keuangan, dan perencanaan menyelenggarakan kegiatan dalam bagian 

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan. 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Tugas: melakukan sejumlah kewajiban dan ciri Sekretariat dalam bagian 

manajemen standar dan manajemen karyawan. 

2. Sub Bagian Keuangan; 

Tugas: melakukan sejumlah kewajiban serta fitur Sekretariat dalam 

bagian manajemen moneter. 

3. Sub Bagian Perencanaan; 

Tugas: melakukan sejumlah kewajiban dan ciri Sekretariat dalam 

wilayah perancangan, evaluasi, serta pemberitahuan. 

c. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahkan; 

Tugas: menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup 

penyusunan formasi, pengadaan, analisa pengembangan aparatur, dan 

penempatan serta pelayanan data dan informasi aparatur. 

1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan; 

Tugas: melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengembangan 

Aparatur yang berkenaan dengan penyusunan formasi dan pengadaan. 

2. Sub Bidang Data dan  Informasi Aparatur; 

Tugas: memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang 

Pengembangan Aparatur meliputi pembaharuan data dan informasi 

kompetensi aparatur, mengembangkan aplikasi sistem kehadiran kerja 

dan sasaran kerja pegawai, sistem informasi pendidikan dan pelatihan, 

dan pelayanan data dan informasi aparatur. 

3. Sub Bidang Analisa Pengembangan dan Penempatan; 

Tugas: melayani seta mengelompokan penerapan sebagian tugas Bidang 

Pengembangan Aparatur yang berkenaan dengan pola karir, analisa 

kemampuan aparatur, analisa pengembangan dan penempatan aparatur 

dan standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota 

Tangerang. 
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d. Bidang Mutasi Aparatur, membawahkan; 

Tugas: menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup 

pengelolaan administrasi pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, 

pemberhentian aparatur dari jabatan dan pemensiunan serta pendayagunaan 

aparatur jabatan fungsional tertentu. 

1. Sub Bidang Pemindahan dan Kepangkatan; 

Tugas: menjalankan sejumlah peran pada bagian Mutasi Aparatur yang 

berkenaan dengan pengadministrasian pemindahan dan pelayanan 

kenaikan pangkat aparatur. 

2. Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian; 

Tugas: menjalankan beberapa perintah serta peran dalam bagian Mutasi 

Aparatur yang bersamaan ketika penyelenggaraan administrasi 

menaikan status CPNS dan PPPK, pengangkatan aparatur dalam 

jabatan, pemberhentian aparatur dari jabatan, dan pemensiunan 

aparatur. 

3. Sub Bidang Pendayagunaan Jabatan Fungsional Tertentu; 

Tugas: menjalankan sejumlah peran pada bagian Mutasi Aparatur yang 

berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi pengangkatan, 

pendayagunaan aparatur dan pemberhentian pejabat fungsional 

tertentu. 

e. Bidang Pembinaan Aparatur, membawahkan; 

Tugas: menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam lingkup 

pembinaan disiplin, peningkatan kesejahteraan aparatur, dan kinerja 

aparatur. 

1. Sub Bidang Disiplin Aparatur; 

Tugas: melakukan sejumlah kewajiban serta fitur divisi peningkatan 

Aparatur tentang peningkatan dan penegakan kit area. 

2. Sub bidang Kesejahteraan Aparatur 

Tugas: melakukan sejumlah kewajiban serta ciri divisi peningkatan 

Aparatur dalam rangka peningkatan kesejahteraan perangkat. 

3. Sub Bidang Kinerja Aparatur 
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Tugas: melakukan sejumlah kewajiban dan fitur divisi peningkatan 

Aparatur mengenai pemantauan, perhitungan luas area kerja dan 

penanganan catatan dan fakta pada laporan kinerja keseluruhan 

peralatan. 

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan: 

Tugas: menjalankan sejumlah peran pada bagian penyusunan rencana, 

penerapan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan serta pengembangan 

pendidikan dan pelatihan aparatur. 

1. Sub Bidang Pengembangan Diklat; 

Tugas: menjalankan sejumlah peran pada bagian Pendidikan serta 

Pelatihan mengenai melakukan pengadministrasian serta pelaksanaan 

Pengembangan Diklat. 

2. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat; 

Tugas: melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pendidikan 

serta Pelatihan yang berkenaan dengan melakukan pengadministrasian 

implementasi pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan, Prajabatan, 

teknis & Fungsi dan Fungsional. 

3. Sub Bidang Evaluasi dan Kerjasama Kediklatan 

Tugas: menjalankan sejumlah peran pada bagian Pendidikan serta 

Pelatihan yang membahas tentang cara peningkatan serta kolaborasi 

diklat. 

g. UPT Penilaian Kompetensi 

h. Jabatan Fungsional Tertentu, dari: 

1. Assesor Aparatur; 

2. Analis Kepegawaian; 

3. Pranata Komputer; 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian didapatkan dengan cara 

membandingkan kerangka kerja COBIT 5 dengan COBIT 2019 [16] antara lain 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Perbandingan COBIT 5 dengan COBIT 2019 

Activity COBIT 5 COBIT 2019 

Prinsip Memiliki 5 prinsip: 
1. Meeting Stakeholder 

Needs. 
2. Covering the 

Enterprise End-to-
End. 

3. Applying a single 
Integrated 
Framework. 

4. Enabling a Holistic 
Approach. 

5. Separating 
Governance From 
Management. 

Memiliki 6 prinsip: 
1. Provide Stakeholder 

Value. 
2. Holistic Approach. 
3. Dynamic Governance 

System. 
4. Governance Distinct 

From Management 
5. Tailored to Enterprise 

Needs. 
6. End-to-End 

Governance System. 
Serta adanya 
Governance Framework 
Priciples 

Proses Memiliki 37 proses Memiliki 40 proses, 
karena terdapat 3 
tambahan proses antara 
lain:  
1. APO14 – Managed 

Data 
2. BAI11 – Managed 

Projects 
3. MEA04 – Managed 

Assurance 
Detail Domain Proses Pada tiap domain 

menjadi kata kerja, 
contoh: manage 

Pada tiap domain 
menjadi kata yang lebih 
objektif, contoh: 
managed 

Pengukuran Berdasarkan ISO/IEC 
33000 menghitung 
tingkat kapabilitas 

Berdasarkan CMMI 
dapat menghitung tingkat 
kapabilitas dan tingkat 
kematangan 

Menentukan Objektif 
Proses 

Tidak ada Design factor Terdapat Design factor 

Tata Kelola Enablers Enablers diganti dengan 
nama komponen 

 

Dari perbandingan yang dapat dilihat pada table 3.1, dalam penelitian ini 

menggunakan COBIT 2019, karena COBIT 2019 terdapat design factor yang 

berguna untuk merancang sistem tata kelola dengan memilih objektif tata kelola 
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yang lebih penting dari pada yang lain dan disesuaikan kembali pada strategi 

perusahaan, tujuan perusahaan dan masalah-masalah yang terjadi. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang ada dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Variabel Independen: Mengetahui permasalahan yang terjadi dan mengukur 

tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi dari hasil wawancara dengan 

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur BKPSDM. 

Variabel Intervening: EDM04 – Ensured Resource Optimization, APO07 – 

Managed Human Resource, dan BAI04 – Managed Availability and Capacity 

sesuai dengan penerapan tata kelola TI dan temuan yang didapat. 

Variabel Dependen: Hasil penelitian dalam bentuk temuan, dampak dan 

rekomendasi, serta tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1. Studi Pustaka 

Melakukan analisis deskriptif dengan data kuantitatif karena 

melakukan pengukuran tata kelola TI pada BKPSDM. Untuk pengumpulan 

data pertada dengan studi pustaka yaitu dengan mencari sumber resmi dalam 

bentuk paper, dan jurnal. Paper dan jurnal tersebut berisi tentang analisa 

menggunakan COBIT 5 dan COBIT 2019 terhadap pengukuran tata kelola TI 

ada perusahaan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan acuan dalam 

menghitung tingkat kapabilitas karena sesuai standar yang ada. 

3.4.2. Wawancara 

Melalui upaya melaksanakan wawancara terhadap Kepala Sub Bidang 

Data dan Informasi Aparatur secara online menggunakan media seperti Zoom 

Meeting dan Whatsapp. Pendekatan wawancara adalah pendekatan yang cukup 

tepat untuk dilakukan sambil mengumpulkan fakta karena fakta bahwa 

pertanyaan yang diajukan mendapat solusi yang lebih besar dan pengetahuan 

tentang solusi yang diberikan dapat lebih dipahami. 
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3.5 Kerangka Pikir 

 
Gambar 3.3 Kerangka Pikir 

Tahap dalam melaksanakan penelitian diatur pada gambar 3.3 dalam bentuk 

kerangka pikir. Berikut penjelasan dari masing-masing tahap tersebut: 

1. Identifikasi Masalah (Focus Area) 

Pada tahap ini memahami strategi, tujuan, visi, misi lembaga serta masalah 

yang dihadapi. 

2. Studi Pustaka 
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Pada tahap ini menghimpun informasi yang relevan dengan topik penelitian. 

3. Menentukan Objektif Proses COBIT 

Pada tahap ini menentukan objektif proses dalam COBIT 2019 

menggunakan design factor yang mengacu pada alur kerja desain tata kelola 

COBIT 2019, antara lain sebagai berikut: 

a. Memahami konteks dan trategi perusahaan 

b. Menentukan lingkup awal sistem tata kelola (Design Factor 1 – Design 

Factor 4) 

c. Memperbaiki lingkup sistem tata kelola (Design Factor 5 – Design 

Factor 11) 

d. Menyimpulkan desain sistem tata kelola 

4. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini melakukan pengumpulan data dari BKPSDM mengenai 

objektif proses terpilih dan dilakukannya wawancara untuk mengetahui 

informasi terkait objektif yang akan diukur. 

a. Membuat pertanyaan dalam dokumen audit 

Membuat pertanyaan berdasarkan sejumlah aktivitas yang telah 

didefinisikan pada komponen proses terpilih. 

b. Menentukan responden 

Melakukan wawancara dengan menyesuaikan RACI Chart pada 

komponen struktur organisasi yang disarankan oleh COBIT 2019. 

Kriteria responden yang sesuai yaitu individu yang memiliki peran 

Responsible atau peran yang bertanggung jawab. 

5. Analisis Data 

Pada tahap ini melakukan analisis data yang diawali dengan mengelola 

keseluruhan bukti dari hasil wawancara langsung dengan perwakilan objek 

penelitian yang telah ditentukan, mengukur tingkat kapabilitas, dan analisis 

kesenjangan. 

a. Analisis aktivitas dan tingkat kapabilitas 

Mengukur aktivitas setelah wawancara dengan menggunakan rumus 

Skala Guttman dan mengukur tingkat kapabilitas menggunakan model 

COBIT Performance Management. 
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b. Analisis Kesenjangan 

Setelah semua domain selesai dihitung, langkah berikutnya adalah 

melakukan perbandingan antara hasil pengukuran dengan target yang 

diharapkan dari penggunaan design factor, apabila nilai kepentingan ≥75 

maka membutuhkan tingkat kapabilitas 4. 

6. Temuan dan Dampak 

Pada tahap ini mencatat temuan dan dampak berdasarkan hasil pengukuran 

terhadap domain yang telah terpilih, temuan itu sendiri didapat dari aktivitas 

yang memiliki nilai ≤50 atau (Partially Achieved). 

7. Rekomendasi 

Pada tahap ini memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan dan 

rekomendasi peningkatan level berdasarkan panduan pada COBIT 2019. 

8. Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini membahas kesimpulan penelitian sesuai dengan rumusan 

masalah dan memberikan saran pada penelitian selanjutnya. 

  


